
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 3 TAHUN 2O2L

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2O2L

Menimbang:

Mengrngat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat t8)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ot4 tentahg Dana

Desa Yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Ol4 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

Setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2O2l;

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi,

dan Kota Batam (Lembaran Negera Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 181-, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3902)' sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-



Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota

Batam (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor lA7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a88O);,
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tenta:rg Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a95);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ot4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2Ol4 tentang Desa {trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 123, Tambatran Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Al4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 41, Tambahan L,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321l.;

4. Peraturan Pernerintah Nomor 6O Tahun 2OL4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tarnbatran

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),

sebagairnana telah diubah beberapa kati teraktrir
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2016

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A16

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

PrfttFr{oonDN/lll

{ ffisslBt

{*

Indonesia Nomor 5864);



5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nom.or 113

Talun 2O2O tentang Rincian Anggaran Pendapatan

dan Bela:rja Negara Tahun Anggaran 2A2L (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2661;

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG TATA CARA

PgMgecIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP

DESA KAE}UPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2O2I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud d,engan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daeratr adalal. Bupati sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memirnpin pelaksana€ul urusan Pemerintatran yang

menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati

Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Natuna dalam perryelenggaraan llrusarr
Perrerintahan yang menjadi kewenanganrrya.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat trukum yang

rnemiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan rnengurus kepentingan masyarakat

seternpat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihorrnati dalam sistem

Pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukl<an

baSr Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendalratan dan Belanja Daerah Ka.bupaten/Kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggara.an



pemerintahan, pelaksamaan pernbangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana

keuangan tahunan Pemerintatr Desa yang dibahas

dan disehrjui bersama oleh Pemerintah Desa dan

t Badan Perrnusyawaratan Desa yang ditetapka:r
dengan Peraturan Desa.

8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimaf Dana Desa

yang akan diterirna oleh setiap Desa secara

merata yarag besarnya dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa

yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah adalah alokasi yang dihitung

dengan rnernperhatikan status Desa tertinggal dan
Desa sangat tertinggal, yarag memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

lO. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan

memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka
kemiskinan Desa luas urilayah Desa, dan tingfuat

kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

I 1. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagikan kepada

Desa-Desa dengan kineq'a terbaik dalam pengelola,an

keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian
keluaran (output) Dana Desa dan capaian hasil
(outcome) pembangunan Desa.

12. Pendapatan Asli Desa- adalatr, yang selanjutrrya.

d.isebut PA Desa, adalah pendalratan yang

bersurnber dari hasil kekayaan Desa, swadaya,

dan partisipasi masyarakat, gotong royong

masyarakat, pungutan Desa dan lain-lain dari
ha-sil usaha Desa.



13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya
disingkat RKUN, adalah tempat penyimp€uaan u€ulg

negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara LJmum Negara untuk menampung seluruh

penerirnaan negara dan membayar seluruh
pengeluaran negara pada bank sentral.

14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingfuat RKD,
! adalah rekening tempat rnenyirrrpan uang

perr.erintah Desa yang rnenampung seluruh

penerirnaan Desa dan digunakan untuk membayar

seluruh pengeluaran Desa pada bank yang

ditetapkan.
15. Kantor Pelayanan Perbendatraraan Negara, yang

selanjutrya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal
Ditjen Perbendalraraan ya.ng berada di bawatr dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil
Ditjen Perbendaharaan.

16. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutrya
dising!<at KPA, adalah pejabat yang ditetapkan oleh

Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau

ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

LT .Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat
DAK, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara kepada Provinsi/Kabupaterr/Kota
tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan
lctrusus yang merupakan urusar Pemerintahan

Daeratr dan sesuai dengan priorita.s nasional.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten
Na.tuna. Tahun Anggaran 2O2l dialokasikan secara

merata dan berkea.dilan berdasarkan:



a. Alokasi

b. Alokasi

c. Alokasi

d. Alokasi

Dasar;

Afirmasi;
Kinerja; dan

Formula.

(u

(21

Pasal 3

Alokasi D asar setiap Desa sebagairrrana dimaksud dalam
.,
Pasal 2 huruf a., dihitung berdasarkan Alokasi Dasar

per Kabupaten/Kota dibag jumlah Desa sebagaimana

telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden

Nomor 113 Tahun 2A2A tentang rincian Anggaran

Pendapatan dan Belan3'a Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagairnana

dimaksud dalam Pasa] 2 huruf b diberikan
kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal
yang rnemiliki jumlah penduduk miskin tingg.
Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

merrgenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Kineq'a seba.gairnana dirnaksud dalam Pasal 2

truruf c, dibagr kepada Desa dengan kineq'a terbaik dalarrr

pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa,

capaian keluaran (output) Dana Desa dan capaian hasil

{outcome) pembangunan Desa.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagairnana

dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan

menggunakan bobot sebagai berikut:
a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot Ztr/o (dua

puluh persen);



b. pen"gelolaara Dana Desa dengan bobot 2Oo/o (dua
puluh persen);

c. calraian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot
25o/o (dua puluh lima persen); dan

d. capaian hasil (outcame) pembangunan Desa dengan
bobot 35o/o (tiga puluh lima persen).

, 
Pasal Z

(U Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana, dalam
Pasal 6 huruf a, dinilai dari perubatran rasio pA Des
terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio

belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan
terhadap bidang APB Desa.

(21 Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dalam pasal 6
huruf b, dinilai dari persentase kesesuaian bidang
pernbangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas

Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase

pengadaan barang/jasa Dana Desa secara_

swakelola.
(3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana

dalam Pasal 6 huruf c, dinilai dari persentase
realisasi anggaran- Dana Desa dan persentase
capaian outlrut Dana Desa.

(4) Capaian hasil (outcome) pembangunan Desa
seba.gairnana dalam Pasal 6 huruf d, dinilai dad
perubahan skor indeks Desa membangun, perubahan
status Desa., status Desa terakhir, dan perbaikan
jumlah penduduk rniskin.

Pasal 8

Aloka.si Formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf d, dihitung berdasarkan data jumlatr penduduk,
ang]<a kerniskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan
geografis yang bersumber dari kementerian yang
berweaang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintatran di bidang statistik.



Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagairnana
diroaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:
AF Desa = l(O, 1O * Zl) +- (0,50 * Z2) + (0, 15 * 23) +

(0,25 * Z4)| * AF Kab /Kota
Keterangan:,
AF Desa

ZI

Z2

Z3

Alokasi Formula setiap Desa

rasio jumlah .:penduduk setiap Desa

terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Natuna.

rasio jumlah penduduk miskin setiap

Desa terhadap total penduduk rniskin
Desa Kabupaten Natuna.

rasio luas wilayah setiap Desa tertradap total

luas wilayatr Desa Kabupaten Natuna.

rasio Indek Kesulitan Geografis setiap Desa

terhadap Indek Kesulitan Geogra{is Desa

Kabupaten Natuna.

Alokasi Formula Kabupaten Natrrna.

7A

AF Kab/Kota

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di
Kabupaten Natuna Tahun Arrggaran 2O2t sebagairnana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisatrkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

Penyaluran Dana Desa dilakukan pernindahbukuan dari

RKUN ke RKD.

Perryaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tatrap I
dilaksanakan setelatr Bupati menerirna Peraturan Desa

mengenai APB Desa dari kepala Desa..

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap II
dilaksanakara setelah Bupati menerirna laporan realisasi

(1)

(2)

(s)



(4)

penyeraparl dan capaian output Dana Desa tatrun
€m,ggaran sebelumnya dari kepala Desa.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap III
dilaksanakan setelah Bupati rnenerirna laporan realisasi
penyerapan dan capaian outtrrut Dana Desa sarnpai

dengan tahap II dari kepala Desa, serta laporan

korrvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.

Dalarn hal penyaluran Dana Desa tatrap I da:r tahap II
secara bersarnaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke
RKD sebagairnana di maksud pada ayat (U

dilaksanakan setelah Bupati menerima dokurrren
persyaratan penyaluran dari kepala Desa dengan

ketentuan sebagai berikut:
a.. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa

mengenai APB Desa; dan

b. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output

Dana Desa tahun anggar€ua sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output

Dana Desa sampai dengan tahap II;

3. laporan konvergensi pencegahan sfitnting tingkat

Desa tahun a.nggaran sebelurnraya.

Laporan realisasi perryerapan dan capaian output Dana

Desa sampai dengan tahap II sebagairnana dirnaksud pada

ayat (6) rnenunjukkan rata-rata realisasi penyerap€ul

paling kurang sebesar 75o/o (tujuh puluh lima persen)

dan rata-rata capaian outgrut menunjukkan paling
kurang sebesar Soa/o flima puluh persen).

Capaian autput sebagairrrana dirnaksud pada ayat {5} dan

ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase

capaian output dari seluruh kegiatan.

(8) Penyusunan Laporan realisagi penyerapan dan capaian

output sebagairnana dirnaksud pada ayat (5) dan ayat {6}

dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,

(s)

(6)

{71



kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output,

cara pengadaan, dan capaian output.

(9) Dafam hal tabel referensi data sebagairnana dimaksud
pada ayat (9) belum rremenuhi kebutuhan input data,

kepala Desa dapat memutatrrtriikan tabel referensi data
dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB TV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

perrbangunan" dan pemberdayaan masyarakat.
Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasrrk dalam prioritas penggurlaam Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah

mendapat persehrjuan Bupati.

Persetujuai Bupati seba.gairnana dimaksud pada

ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan
Peraturan Desa rnengerrai APB Desa.

Pasal I-3

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa

berpedoman pada Peraturan Perundang-und angan.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa

dilakukan secara swakelola dengan menggunakan

sumber daya/bahan baku Iokal, dan diupayakan dengan

lebih banyak menyerap tenaga ke{a dari masyarakat

Desa setempat.

Pasal L4

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaana Dana

Desa.

{2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas

penggunaan Dana Desa.

(U

(21

(3)

(1)

{21



(1)

Pasal 15

Bupati menunda penyaluran
hal:

Dana Desa, dalam

a. Bupati belum menerirna dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan

ayat (5);

b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya lebih dari 3oo/a (tiga puluh persen);

dan/ atau

c. terdapat usulan dari aparat pengauras fungsional
Daerah.

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana

Desa tahap II tatrun anggaran berjalan sebesar sisa Dana

Desa di RKD tahun an"ggarar sebelrrrnnya.

Dalarrr hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan

disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa

tahap II tidak dilakukan.
Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tatrun
anggaran sebehrrnnya masih lebih besar dari 30% (tiga

puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagairnana dimaksud pada ayat {21 tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagairnana dimaksud pada ayat {3) dan ayat (4) kepada

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAI{ Fisik dan

Dana Desa.

Dana Desa yang tidak disalurkan sebagairnana, dirnaksud
pada ayat {4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun

anggaran berikutrrya.
Rekornendasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)

huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional

di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)



penyim,pangan penyahrran dan/atau perrggunaan

Dana Desa.

(8) Rekom"end"asi sebagaimana dirnaksud pada ayat l7l
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada

Kepala KPPNselaku KPA Penyaluran DAKFisik dan Dana

Desa sebelum batas waktu tallapan penyaluran.

j 
Pasal 16

t1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda
dalam hal:
a. dokurnen persyaratan

dirnaksud dalam Pasal

diterirna;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya

kurang dari atau sErma dengan 3Oo/o (tiga pulutr
persen); dan

c. terdapat usulan pencabutan rekorrrendasi perrundaan

dari aparat pengaw'a,s ftrngsional daerah.

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dirnaksud dalam ayat (l) huruf a dan

huruf c berlangsung sampai dengan beraldrirnya taleun

anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke

RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN sel;aku KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang

bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (21

paling lambat akhir bulan November tahun a.nggaran

befalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancang€rn

APB Desa tahun anggaran berikutnya.

Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di

RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam

r€rncangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

penyaluran sebagairnana

15 ayat (1) huruf a telah

{21

(3)

(4)



(u

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran

sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan,

Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana

Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD

kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik

dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni

p.hun anggaran berjalan.

(7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan

penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam

hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal L6 ayat (1)

huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih

dari 30% {tiga puluh persen).

Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun

anggararl berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepale KPPN

selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati

tanggal diundangkan.

Pasal 18

ini mulai berlaku pada

(2)



Agar setiap

pengundangan

dalarn Berita

ortrng mengetahuinya, dan memerintahkan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

Daerah Kabupaten Natuna.

uqfl 2091

HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 7 JMUart >O"t

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2O2L NOMOR 3
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